
 
 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 18 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG 

TAHUN 2023-2042 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KETAPANG,  
 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang 
Kawasan Perkotaan Ketapang Tahun 2023-2042; 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72), Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II 

Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 
Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6617);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan 
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail 

Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 329); 

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program 
Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 330); 
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11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan 
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, 
Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata 

Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 326); 

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);  
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Ketapang Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 3); 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA 

RUANG KAWASAN PERKOTAAN KETAPANG TAHUN 2023-

2042. 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang. 
2. Bupati adalah Bupati Ketapang. 

3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang. 
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang 

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, 
tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan 
memelihara kelangsungan hidupnya. 

6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang. 
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 
hubungan fungsional. 

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 
ruang untuk fungsi budi daya. 

9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil 
perencanaan tata ruang. 

10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan 

Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan RTR. 
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12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang 
dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan 

program beserta pembiayaannya. 
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan 

tertib tata ruang. 

14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat 
KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang 

dengan RTR. 
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 

rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang 

dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten. 
16. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus 

yang ditetapkan pada suatu kawasan, Zona, Sub-Zona, Blok, dan/atau 

persil. 
17. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan 

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 
aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 

19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari 

kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau 
yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten.  

20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian 
dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok. 

21. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik 

spesifik. 
22. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan 

karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan 
karakteristik pada zona yang bersangkutan. 

23. Luas adalah luas cakupan areal Kawasan dalam satuan hektare dengan 

menggunakan proyeksi cylindrical equal area. 
24. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah 

sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang 
nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran 
udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti 

rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis 
sesuai dengan rencana kota. 

25. Peraturan Zonasi kabupaten yang selanjutnya disebut PZ kabupaten 

adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang 
dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/zona 

peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR. 
26. Jalan Arteri Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi 

menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau 

antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. 
27. Jalan Kolektor Primer adalah sistem jaringan jalan yang menghubungkan 

kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota 
jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga. 

28. Jalan Kolektor Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi 

menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder 
kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. 

29. Jalan Lokal Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi 

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan 
pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan 

lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan 
pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. 
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30. Jalan Lokal Sekunder adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi 
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan 

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan 
seterusnya sampai ke perumahan. 

31. Jalan Lingkungan Primer adalah sistem jaringan jalan yang berfungsi 

menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan 
jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. 

32. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya 
alam dan sumber daya buatan. 

33. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

34. Zona Perlindungan Setempat adalah Peruntukan ruang yang merupakan 
bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan 
sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air. 

35. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau 

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat 
tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang 
sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, 

resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. 
36. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan 

pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik 
pada tanah Negara maupun tanah hak. 

37. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan 

estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang 
ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. 

38. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk 
melayani penduduk satu kelurahan. 

39. Sub-Zona Pemakaman adalah ruang terbuka hijau yang berfungsi utama 

sebagai tempat penguburan jenazah. 
40. Sub-Zona Jalur Hijau adalah kawasan penempatan tanaman serta elemen 

lansekap sebagai buffer/penyangga yang berfungsi ekologis, dan estetika 

beserta fasilitas pendukungnya dan fasilitas lain sesuai kebutuhan. 
41. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua 

Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 
memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

42. Zona Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi 

mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat 
tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di 

daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan 
substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan 
lingkungan hidup yang berkelanjutan. 

43. Zona Badan Air adalah bagian dari air permukaan yang mencakup 
seluruh bagian aliran air dari batas pertemuan air dan daratan. 

44. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi- kisi 

jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu 
jalan.  

45. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman 
tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan 

untuk pribadi atau tujuan komersial. 
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46. Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang 
dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan 

pengusahaan tanaman yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk 
kebutuhan pangan masyarakat. 

47. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi 

untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau 
lahan kering untuk komoditas perkebunan.  

48. Zona Perikanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 
kegiatan perikanan yang meliputi zona perikanan tangkap, zona 
perikanan budi daya, zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

dan sarana dan prasarana perikanan. 
49. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang 

mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.  

50. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan 

pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya. 
51. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang 

diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang 

wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

52. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok 

rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat 
yang dilengkapi dengan fasilitasnya 

53. Sub-Zona Rumah Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah 

bangunan rumah dengan luas lahan. 
54. Sub-Zona Rumah Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang 

merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara 
jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. 

55. Sub-Zona Rumah Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang 
merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat 
tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah 

bangunan rumah dengan luas lahan. 
56. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan 
rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan 

dalam RTRWK. 
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang 

yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan 
untuk melayani penduduk skala kota. 

58. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan 

ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang 
dikembangkan untuk melayani penduduk skala Desa. 

59. Zona Campuran adalah Sub-Zona dengan dua atau lebih peruntukan 

campuran (multifungsi) secara vertikal dan kompak antara penggunaan 
hunian dengan fungsi kantor dan/atau perdagangan dan jasa kecuali 

penggunaan industri. 
60. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan 

kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, 
serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial 

pendukungnya. 
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61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk 

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 
pelayanan kota. 

62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 

pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 
bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 
pelayanan wilayah perencanaan. 

63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP adalah peruntukan ruang 
yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk 
pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat 

bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala 
pelayanan sub wilayah perencanaan. 

64. Zona Perkantoran adalah Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari 
kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan 
pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat 

berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya. 
65. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk 

menampung fungsi kegiatan transportasi yang dikembangkan dalam 

bentuk tunggal maupun deret. 
66. Zona Pertahanan Keamanan adalah peruntukan tanah yang merupakan 

bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin 
kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti 
kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat 

nasional, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya. 
67. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan 

untuk fungsi kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), Instalasi 
Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan kegiatan pergudangan. 

68. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang 

dikembangkan untuk fungsi kegiatan Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM). 

69. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah peruntukan 

tanah yang terdiri atas daratan dengan batas batas tertentu yang 
berfungsi untuk tempat pembuangan segala macam air buangan (limbah) 

yang berasal dari limbah domestik, industri, maupun komersial dan lain-
lainnya. 

70. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan 

proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang. 
71. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka 

persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar 
bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan 
dengan luas persil/kavling. 

72. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien 
perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan 
luas persil/kavling. 

73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 
koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung 

dengan luas persil/kavling. 
74. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak 

minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.  

75. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah Pengaturan tentang 
jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada 

pada setiap zona peruntukan. 
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76. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak 
minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan 

terdekat.  
77. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak 

minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan 

terbelakang. 
78. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan 

pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang.  
79. Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. 
80. Teknik Pengaturan Zonasi adalah aturan yang disediakan untuk 

mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. 

81. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 
Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem 

elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga 
OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.  

82. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk 

masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan 

nonpemerintah lain dalam Penyelenggaran Penataan Ruang. 
84. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk 

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan 

rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi 
pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang. 
85. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Daerah yang 

bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan 

pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah. 
 

BAB II  
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini, meliputi: 
a. tujuan penataan WP; 
b. rencana Struktur Ruang; 

c. rencana Pola Ruang; 
d. ketentuan pemanfaatan ruang; 

e. Peraturan Zonasi; dan 
f. kelembagaan. 

 

Pasal 3 
(1) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang yang ditetapkan 

sebagai WP II dengan luas 7.917,10 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh belas 

koma satu nol) hektare termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi. 
(2) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut: 
a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Awan Kiri Kecamatan 

Muara Pawan; 

b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Pasar Kecamatan 
Muara Pawan; 

c. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Karimata; dan 
d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Baru Kecamatan Benua 

Kayong, Kelurahan Sampit, Desa Sukabangun, dan Desa Sukabangun 

Dalam Kecamatan Delta Pawan. 
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(3) Delineasi WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 

a. sebagian wilayah Kecamatan Muara Pawan meliputi Desa Sungai Awan 
Kanan; 

b. sebagian wilayah Kecamatan Delta Pawan meliputi:  

1. sebagian Desa Kali Nilam; 
2. seluruh Desa Paya Kumang; 

3. sebagian Desa Suka Bangun Dalam; 
4. sebagian Desa Suka Bangun; 
5. seluruh Kelurahan Kantor; 

6. seluruh Kelurahan Mulia Baru; 
7. sebagian Kelurahan Sampit; 
8. seluruh Kelurahan Sukaharja; dan 

9. seluruh Kelurahan Tengah. 
c. sebagian wilayah Kecamatan Benua Kayong meliputi: 

1. sebagian Desa Baru; 
2. sebagian Desa Kinjil Pesisir; 
3. sebagian Desa Sungai Kinjil; 

4. sebagian Desa Negeri Baru; 
5. seluruh Kelurahan Banjar; 
6. seluruh Kelurahan Kauman; 

7. sebagian Kelurahan Mulia Kerta; 
8. sebagian Kelurahan Tuan-Tuan; 

9. sebagian Desa Padang; dan 
10. sebagian Desa Mekar Sari. 

(4) WP RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dibagi menjadi empat SWP, yang meliputi: 
a. SWP II.A, mencakup Sebagian Desa Sungai Awan Kanan dengan luas 

1.715,01 (seribu tujuh ratus lima belas koma nol satu) hektare terdiri 
atas Blok II.A.1 dan Blok II.A.2. 

b. SWP II.B, dengan luas 3.002,39 (tiga ribu dua koma tiga sembilan) 

hektare, mencakup:  
1. Sebagian Desa Suka Bangun Dalam terdapat di Blok II.B.1;  
2. Sebagian Desa Suka Bangun dan Sebagian Desa Suka Bangun 

Dalam terdapat di Blok II.B.2; 
3. Sebagian Desa Kali Nilam dan Sebagian Kelurahan Sampit 

terdapat di Blok II.B.3 
4. Sebagian Desa Suka Bangun dan sebagaian Desa Suka Bangun 

Dalam terdapat di Blok II.B.4; 

5. Sebagian Desa Kali Nilam, sebagian Desa Paya Kumang, dan 
sebagian Desa Suka Bangun terdapat di Blok II.B.5; 

6. Sebagian Desa Paya Kumang terdapat di Blok II.B.6; 
7. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.7; 
8. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.8; 

9. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.9; 
10. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.10; 
11. Sebagian Kelurahan Sukaharja terdapat di Blok II.B.11; dan  

12. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Desa Paya Kumang 
terdapat di Blok II.B.12. 

c. SWP II.C, dengan luas 1.073,39 (seribu tujuh puluh tiga koma tiga 
sembilan) hektare, mencakup:  
1. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Kelurahan Tengah 

terdapat di Blok II.C.1; 
2. Sebagian Kelurahan Sampit dan sebagian Kelurahan Sukaharja 

terdapat di Blok II.C.2;  
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3. Sebagian Kelurahan Mulia Baru, sebagian Kelurahan Kantor, 
sebagian Kelurahan Sukaharja, dan sebagian Kelurahan Tengah 

terdapat di Blok II.C.3; 
4. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.4; 
5. Sebagian Kelurahan Sukaharja dan sebagian Kelurahan Tengah 

terdapat di Blok II.C.5;  
6. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.6; 

7. Sebagian Kelurahan Mulia Baru terdapat di Blok II.C.7; 
8. Sebagian Kelurahan Kantor dan sebagian Kelurahan Tengah 

terdapat di Blok II.C.8; dan 

9. Sebagian Kelurahan Kantor dan sebagian Kelurahan Mulia Baru 
terdapat di Blok II.C.9.  

d. SWP II.D, dengan luas 2.126,30 (dua ribu seratus dua puluh enam 

koma tiga) hektare, mencakup:  
1. Sebagian Desa Baru dan sebagian Desa Sungai Kinjil terdapat di 

Blok II.D.1;  
2. Seluruh Kelurahan Kauman dan sebagian Desa Sungai Kinjil 

terdapat di Blok II.D.2; 

3. Seluruh Kelurahan Banjar, sebagian Desa Kinjil Pesisir, dan 
sebagian Kelurahan Tuan-Tuan terdapat Blok II.D.3; 

4. Sebagian Desa Kinjil Pesisir dan Sebagian Sungai Kinjil terdapat di 

Blok II.D.4;  
5. Sebagian Kelurahan Tuan-Tuan dan sebagian Desa Padang 

terdapat di Blok II.D.5; 
6. Sebagian Kelurahan Tuan-Tuan, sebagian Desa Mekar Sari, 

sebagian Kelurahan Mulia Kerta dan sebagian Desa Padang 

terdapat di Blok II.D.6; dan 
7. Sebagian Kelurahan Mulia Kerta terdapat di Blok II.D.7; 

8. Sebagian Desa Negeri Baru dan sebagian Kelurahan Mulia Kerta 
terdapat di Blok II.D.8. 

(5) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam 

peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 
skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III  

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN 
Pasal 4 

(1) Penataan WP Kawasan Perkotaan Ketapang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan ruang WP Kawasan 
Perkotaan Ketapang sebagai pusat pemerintahan yang nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan berbasis sektor Perdagangan dan Jasa, Pariwisata 
serta dalam mendukung pengembangan sektor unggulan di Kabupaten 
Ketapang. 

(2) Dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan fungsi utama masing-masing SWP II, meliputi:  
a. SWP II.A dengan arahan fungsi utama sebagai Industri, Pergudangan, 

Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, dan SPU; 
b. SWP II.B dengan arahan fungsi utama sebagai Permukiman 

Perkotaan, Transportasi, Perdagangan dan Jasa, Pergudangan, dan 
SPU; 

c. SWP II.C dengan arahan fungsi utama sebagai Perdagangan dan Jasa, 

Perkantoran Pemerintah dan Swasta, Pemukiman Perkotaan, 
pariwisata, dan SPU; dan 
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d. SWP II.D dengan arahan fungsi utama Pariwisata, Budaya dan Religi, 
Pengembangan waterfront oriented development, Perdagangan dan 

Jasa, Permukiman Perkotaan, SPU, Pertanian dan Perkebunan. 
 

 

BAB IV 
RENCANA STRUKTUR RUANG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 5 
(1) Rencana Struktur Ruang WP Kawasan Perkotaan Ketapang, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi: 

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;  
b. rencana jaringan transportasi;  
c. rencana jaringan energi;  

d. rencana jaringan telekomunikasi;  
e. rencana jaringan sumber daya air;  

f. rencana jaringan air minum;  
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan 

berbahaya dan beracun (B3); 

h. rencana jaringan persampahan; 
i. rencana jaringan drainase; dan  

j. rencana jaringan prasarana lainnya. 
(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian 

detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

Bagian Kedua 
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan 

Pasal 6 
(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; 
b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan 

c. pusat pelayanan lingkungan. 
(2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a terdapat di SWP II.C Blok II.C.3 di Kelurahan Mulia Baru 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan pendidikan, dan 
pusat pelayanan kesehatan. 

(3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan 
perumahan, meliputi: 

a. Desa Sungai Awan Kanan di SWP II.A pada Blok II.A.2; 
b. Kelurahan Sukaharja di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.11; 
c. Kelurahan Sampit di SWP II.C pada Blok II.C.1; dan 

d. Kelurahan Kauman di SWP II.D pada Blok II.D.2. 
(4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c berupa pusat lingkungan kelurahan/desa, meliputi: 

a. Desa Kali Nilam di SWP II.B pada Blok II.B.5;  
b. Desa Paya Kumang di SWP II. B pada Blok II.B.6; 

c. Desa Suka Bangun di SWP II.B pada Blok II.B.2; 
d. Desa Suka Bangun Dalam di SWP II. B pada Blok II.B.1; 
e. Kelurahan Kantor di SWP II.C pada Blok II.C.9; 

f. Desa Sungai Kinjil di SWP II.D pada Blok II.D.4; 
g. Kelurahan Banjar di SWP II.D pada Blok II.D.3; 

h. Kelurahan Mulia Kerta di SWP II.D pada Blok II.D.7; 
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i. Kelurahan Tuan-Tuan di SWP II.D pada Blok II.D.5; 
j. Desa Baru di SWP II.D pada Blok II.D.1;  

k. Desa Kinjil Pesisir di SWP II.D pada Blok II.D.4; 
l. Desa Negeri Baru di SWP II.D pada Blok II.D.8; dan 
m. Desa Padang di SWP II.D pada Blok II.D.5. 

(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.1 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Bagian Ketiga 
Rencana Jaringan Transportasi 

Pasal 7 

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. jalan arteri primer; 
b. jalan kolektor primer; 
c. jalan kolektor sekunder; 

d. jalan lokal primer; 
e. jalan lokal sekunder;  
f. jalan lingkungan primer; 

g. terminal penumpang tipe B;  
h. jembatan; 

i. pelabuhan sungai dan danau pengumpan; 
j. pelabuhan pengumpul; 
k. terminal khusus; 

l. pangkalan pendaratan ikan; dan 
m. bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier. 

(2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
meliputi: 
a. ruas jalan Siduk-Ketapang melintas di SWP II.A pada Blok II.A.1 

dan Blok II.A.2, dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok 
II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok II.B.11;  

b. Jln. Suprapto (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, 

dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; 
c. Jln. D.I Panjaitan (Ketapang) melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10 

dan Blok II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2; 
d. Jln. Gajah Mada melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4 

dan Blok II.B.5; dan 

e. Jln. Sisingamaraja melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan Blok 
II.B.12, dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1. 

(3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. Jln. Jembatan Pawan 7 Baru melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, 

dan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.8; 
b. Jln. Gatot Subroto melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 dan Blok 

II.B.12;  

c. Jln. Sutoyo melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan 
Blok II.B.7; 

d. Jln. Tentemak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7 dan Blok II.B.9, 
dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 
dan Blok II.C.9; 

e. Jln. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9; 
f. Jln. Pawan 1 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan melintas di 

SWP II.D pada Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; 
g. Jln. Merdeka Utara melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 
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h. Jln. Jend. Urip Sumoharjo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, 
Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; 

i. Jln. Jend. Sudirman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok 
II.C.7; 

j. Jln. K.H. Mansyur melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, 

Blok II.C.3 dan Blok II.C.5; 
k. Jln. H. Agus Salim melintas di SWP II. C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3 

dan Blok II.C.5; 
l. Jln. M.T. Haryono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok 

II.C.8; 

m. Jln. S. Parman melintas di SWP II.B pada Blok II.B.10, dan melintas 
di SWP II. C pada Blok II.C.3 dan Blok II.C.5; 

n. Jln. Arief Rahman Hakim melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, 

Blok II.D.3 dan Blok II.D.6; 
o. Jln. W.R Supratman melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 

p. Jln. Rahadi Ismail melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5 dan Blok 
II.D.6;  

q. Jln. Dr. Suharso melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok 

II.C.9; 
r. Jln. Dr. Sutomo melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.8, 

dan Blok II.C.9; 

s. Jln. Karya Tani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.10, 
dan Blok II.B.11 dan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok 

II.C.4;  
t. Jln. Pangeran Kusuma Jaya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6, 

Blok II.D.7, dan Blok II.D.8;  

u. Jln. Pawan 5 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan di SWP II.D 
pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8;  

v. Jln. Panembahan Bandala melintas di SWP II.C pada Blok II.C.7; 
w. Jln. R. Suprapto melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok 

II.C.8;  

x. ruas jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dengan pusat 
kegiatan lokal melintas di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan melintas 
di SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9.  

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
meliputi: 

a. Jln. Kol. Sugiono melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan 
melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; 

b. Jln. Rangge Sentap melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok 

II.B.9 dan Blok II.B.11;  
c. Jln. Basuki Rahmat melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok 

II.C.8; 
d. Jln. Matan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9;  
e. Jln. G.M. Saunan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok 

II.C.9; 
f. Jln. Imam Bonjol melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8 dan Blok 

II.C.9; dan  

g. Jln. Jend. A. Yani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3 dan Blok 
II.C.8. 

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 
meliputi: 
a. Jln. Sepakat melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12, dan melintas 

di SWP II. C pada Blok II.C.1; 
b. Jln. Medan Pertanian melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok 

II.B.4 dan Blok II.B.5; 



-14- 

 

c. Jln. Hayam Wuruk melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok 
II.B.4; 

d. Jln. Tanjung Bawang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1; 
e. Jln. Paya Kumang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6;  
f. Jln. Setia Budi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 

g. Jln. Beringin melintas di SWP II.C pada Blok II.C.5 dan Blok II.C.8; 
h. Jln. Diponegoro melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 

i. Jln. Letkol M. Thohir melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 
j. Jln. R.M. Sudiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; 
k. Jln. Sungai Karya melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3, Blok II.C.4 

dan Blok II.C.7; 
l. Jln. Tegas melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; 
m. Jln. KH. Wahid Hasyim melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan 

Blok II.C.5; 
n. Jln. Kol. Sugiono melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok 

II.C.2; 
o. Jln. KS Tubun melintas di SWP II.C pada Blok II.C.2 dan Blok 

II.C.5; 

p. Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 
q. Jln. Abu Salman melintas di SWP II.D pada Blok II.D,3; 
r. Jln. Husni Thamrin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3 dan Blok 

II.D.6; 
s. Jln. Karya melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan 

Blok II.D.6; 
t. Jln. Sultan Jalaluddin melintas di SWP II. D pada Blok II.D.2 dan 

Blok II.D.3; 

u. Jln. Kyai Tapa melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2 dan Blok 
II.D.3; 

v. Jln. Pulau Serutu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 
w. Jln. Otto Iskandar Dinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 
x. Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo melintas di SWP II.D pada Blok 

II.D.2; 
y. Jln. Gusti Hamzah melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 
z. Jln. P. Giri Mustika melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 

aa. Jln. Tamat Pematang Naning melintas di SWP II.D pada Blok 
II.D.7; 

bb. Jln. Widono melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; 
cc. Jln. Teratai melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; 
dd. Jln. Cempaka melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; 

ee. Jln. Sunan Gunung Jati melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; 
ff. Jln. Sunan Kalijaga melintas di SWP II.D pada Blok II.D.6; 

gg. Jln. Assalam melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan 
Blok II.D.6; 

hh. Jln. H. Murni melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.5;  

ii. ii. Jln. Kapten Piere Tendean melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6 
dan Blok II.B.10;  

jj. ruas Jln. Nipah Malang – Tembilo melintas di SWP II.A pada Blok 

II.A.2;  
kk. ruas Jln. Nipah Malang – Tembilok melintas di SWP II.A pada Blok 

II.A.1 dan Blok II.A.2;  
ll. ruas Jln. Nipah Malang – Tembiluk melintas di SWP II.A pada Blok 

II.A.2;  

mm. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1 dan 
Blok II.D.2; dan 

nn. Jln. RA Kartini melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8.  
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(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, 
meliputi: 

a. Jln. Ade Irma Suryani melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; 
b. Jln. Bintang Musir melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; 
c. Jln. Daeng Uteh melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.4; 

d. Jln. Dalong melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.9; 
e. Jln. Flamboyan melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8, Blok II.C.9; 

f. Jln. Gajah Mada Dalam melintas di SWP II.B pada Blok II.B.3 dan 
melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; 

g. Jln. Ir. H. Juanda melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 

h. Jln. Kawedar melintas di SWP II. B pada Blok II.B.6; 
i. Jln. KH. Ahmad Dahlan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok 

II.D.3; 

j. Jln. Merak melintas di SWP II.B pada Blok II.B.12 dan melintas di 
SWP II.C pada Blok II.C.2; 

k. Jln. Nusantara di SWP II.D pada Blok II.D.4; 
l. Jln. Pak Nibung 2 melintas di SWP II.C pada Blok II.C.8; 
m. Jln. Pantai Pecal melintas di SWP II.D pada Blok II.D.3, Blok II.D.4; 

n. Jln. Parit Hidayat melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; 
o. Jln. Parit Hidayat 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; 
p. Jln. Pendidikan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok II.B.11 

dan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; 
q. Jln. Perintis 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1; 

r. Jln. PLN melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1; 
s. Jln. Pulau Kunyit melintas di SWP II.D pada Blok II.D.7; 
t. Jln. Pulau Seribu melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2; 

u. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok 
II.D.2; 

v. Jln. Rangge Sentap 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9; 
w. Jln. RE Martadinata melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok 

II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5; 

x. Jln. Samanhudi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3; 
y. Jln. Tunas Harapan melintas di SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok 

II.D.4; 

z. Jln. Tunas Harapan 2 melintas di SWP II.D pada Blok II.D.4; 
aa. Jln. Uti Usman melintas di SWP II.C pada Blok II.C.9; 

bb. Jln. Wolter Monginsidi melintas di SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok 
II.D.2; 

cc. Jln. Zainuddin melintas di SWP II.D pada Blok II.D.5; 

dd. Gg. Anggrek melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6; 
ee. Gg. Cempedak Air melintas di SWP II.C pada Blok II.C.4; 

ff. Gg. H Dahani melintas di SWP II.B pada Blok II.B.6, Blok II.B.7; 
gg. Gg. H Pabilah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1; 
hh. Gg. Hikmah melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5; 

ii. Gg. Jaya 1 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11; 
jj. Gg. Jeruk melintas di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.5; 
kk. Gg. Kacang melintas di SWP II.B pada Blok II.B.7; 

ll. Gg. Karya Permata 2 melintas di SWP II.B pada Blok II.B.11; 
mm. Gg. Nyireh melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; 

nn. Gg. Pandan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.12; 
oo. Gg. Pematang Manggis melintas di SWP II.B pada Blok II.B.9, Blok 

II.B.11; 

pp. Gg. Sukajadi melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; 
qq. Gg. Sukajadi Dalam melintas di SWP II.C pada Blok II.C.3; 
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rr. ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder dengan 
perumahan melintas di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok 

II.B.3, Blok II.7, Blok II.B.9 dan melintas di SWP II.C pada Blok 
II.C.1.  

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

meliputi ruas jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam 
kawasan kelurahan/desa dan jalan di dalam lingkungan kawasan 

kelurahan/desa terdapat di seluruh SWP.  
(8) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

g terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8. 

(9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h yang 
menghubungkan:  
a. SWP II.A pada Blok II.A.2 dengan SWP II. B pada Blok II.B.8;   

b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dengan SWP II. D pada Blok II.D.1; dan 
c. SWP II.C pada Blok II.C.7 dengan SWP II. D pada Blok II.D.8.  

(10) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf i terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.9.  

(11) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j 

terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2, dan di SWP II. B pada Blok II.B.4.  
(12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdapat 

di SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.5. 

(13) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
l terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.  

(14) Bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf m terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.5. 

(15) Rencana Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(16) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(17) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.3 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Bagian Keempat 
Rencana Jaringan Energi 

Pasal 8 

(1) Rencana Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf c, meliputi: 

a. pembangkit listrik tenaga uap (PLTU); 
b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD); 
c. saluran udara tegangan tinggi (SUTT); 

d. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan 
e. gardu listrik. 

(2) Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1.  
(3) Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.8; 

(4) Saluran udara tegangan tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.7, Blok II.B 8, dan Blok II.B.9;  
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c. SWP II.C pada Blok II.C.4 dan Blok II.C.6; dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.8.  

(5) Saluran udara tegangan menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d terdapat di seluruh SWP. 

(6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: 

a. gardu induk; 
b. gardu hubung; dan 

c. gardu distribusi. 
(7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di 

SWP II.B pada Blok II.B.8.  

(8) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di 
SWP II.B pada Blok II.B.8. 

(9) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdapat 

di seluruh Blok. 
(10) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan yang berlaku. 

(11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.4 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Kelima 

Rencana Jaringan Telekomunikasi 
Pasal 9 

(1) Rencana Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf d, meliputi: 
a. jaringan tetap; dan  

b. jaringan bergerak seluler. 
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. jaringan serat optik; dan 

b. rumah kabel. 
(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok 

II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok 
II.B12;  

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8; Blok II.C.9, dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
(4) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di 

SWP II.C pada Blok II.C.8.  

(5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
berupa menara Base Transceiver Station (BTS) terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan 

Blok II.B.8; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; dan 
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan II.D.8.  

(6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
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(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.5 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

Bagian Keenam 
Rencana Jaringan Sumber Daya Air 

Pasal 10 
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (1) huruf e meliputi sistem jaringan irigasi.  

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. jaringan irigasi primer;  
b. jaringan irigasi sekunder;  

c. jaringan irigasi tersier.   
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan Blok II.B.5; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan 
d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan 

Blok II.D.8.  

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3 dan Blok II.B.5; 

dan 

c. SWP II.D pada Blok II.D.4, Blok II.D.5, dan II.D.8. 
(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 

terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5;  
(6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(7) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.6 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Ketujuh 

Rencana Jaringan Air Minum 

Pasal 11 
(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf f berupa unit air baku.  
(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:  

a. bangunan pengambil air baku; dan 

b. jaringan transmisi air baku.  
(3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.7 dan di SWP II.D pada Blok 

II.D.7.  
(4) Jaringan transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

b terdapat di:  
a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok 

II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, dan Blok II.B.12;  

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 
II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, dan Blok II.C.9;  

c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok 
II.D.7, dan Blok II.D.8.  
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(5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
(6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 

ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.7 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 
Bagian Kedelapan 

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun (B3) 
Pasal 12 

(1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf g, meliputi: 

a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan 
b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. 

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sub-sistem pengolahan 
setempat terdapat di seluruh Blok.  

(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Instalasi Pengelolaan Air 
Limbah (IPAL) Kota terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.5. 

(4) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 
berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan yang berlaku. 
(5) Rencana jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah 

berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.8 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kesembilan 

Rencana Jaringan Persampahan 
Pasal 13 

(1) Rencana Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf h, meliputi: 
a. tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R); dan 

b. tempat penampungan sementara (TPS).  
(2) Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.3; dan 
b. SWP II.C pada Blok II.C.9.  

(3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b terdapat di: 

a. SWP II.C pada Blok II.C.8; dan 
b. SWP II.D pada Blok II.D.1. 

(4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.9 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
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Bagian Kesepuluh 
Rencana Jaringan Drainase 

Pasal 14 
(1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) huruf i, meliputi: 

a. jaringan drainase primer; 
b. jaringan drainase sekunder; 

c. jaringan drainase tersier; dan 
d. bangunan peresapan (kolam retensi). 

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok 

II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.10, Blok 
II.B.11, dan Blok II.B.12; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.5, Blok 
II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan 

d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok 

II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok 

II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11, 
dan Blok II.B.12; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan 
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.  
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

terdapat di: 

a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok 
II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok 
II.B.12; dan 

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 
II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9. 

(5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.4. 

(6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

perwujudannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.10 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kesebelas 

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya 
Pasal 15 

(1) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf j, meliputi: 
a. jalur evakuasi bencana; 

b. tempat evakuasi; 
c. jalur sepeda; dan 

d. jaringan pejalan kaki. 
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(2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok 

II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok 
II.C.7 dan Blok II.C.8; dan  

d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.6, Blok 
II.D.7 dan Blok II.D.8. 

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:  

a. tempat evakuasi sementara; dan  
b. tempat evakuasi akhir. 

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a, terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1;   

b. SWP II.B pada Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok II.B.9; 
c. SWP II.C pada Blok II.C.5; dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3 dan Blok II.D.7.  

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.9.  

(6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok 

II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9; Blok II.B.10, Blok II.B.11 
dan Blok B.12; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok 

II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7, dan Blok II.D.8. 
(7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

terdapat di: 

a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok 
II.B.7, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok II.B.12. 

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan 
c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
(8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  
(9) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan 
ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.11 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB V  

RENCANA POLA RUANG  

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 16 
(1) Rencana Pola Ruang WP Kawasan Perkotaan Ketapang, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi: 

a. Zona Lindung; dan 
b. Zona Budi Daya. 
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(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan 
dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 

informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Bagian Kedua 
Zona Lindung 

Pasal 17 
Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, 
meliputi: 

a. Zona Badan Air dengan kode BA; 
b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;  
c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 

d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan 
e. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM. 

 
Paragraf 1 

Zona Badan Air 

Pasal 18 
Zona Badan Air dengan kode BA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf a seluas 616,65 (enam ratus enam belas koma enam lima) hektare 

terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, 
Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.11; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8, 

Blok II.C.9; dan 
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, 

Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
 

Paragraf 2 

Zona Perlindungan Setempat 
Pasal 19 

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17 huruf b seluas 125,42 (seratus dua puluh lima koma empat dua) 
hektare terdapat di:  

a. SWP II.A pada Blok II.A.2; 
b. SWP II.B terdiri Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5, II.B.6, Blok II.B.8 

dan Blok II.B.9;  

c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan 
d. SWP II. D pada Blok II.D.1, Blok II.D.4, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok 

II.D.8. 
 

Paragraf 3 

Zona Ruang Terbuka Hijau 
Pasal 20 

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf c seluas 490,91 (empat ratus sembilan puluh 
sembilan koma sembilan satu) hektare, meliputi: 

a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;  
b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2; 
c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4; dan 

d. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.  
 



-23- 

 

(2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a seluas 333,51 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima satu) 

hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 
b. SWP II.B pada Blok II.B.8.  

(3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b seluas 5,95 (lima koma sembilan lima) hektare terdapat 

di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.3;  

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3 dan Blok II.C.8.  
(4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c seluas 133,42 (seratus tiga puluh tiga koma empat 

dua) hektare terdapat di:  
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3, Blok II.B.7 dan 
Blok II.B.9; dan 

c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 

(5) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d seluas 18,02 (delapan belas koma nol dua) hektare 
terdapat di: 

a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok 
II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.10 dan Blok 

II.B.12;  
b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok 

II.C.8 dan Blok II.C.9; dan  

c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok 
II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 

 
Paragraf 4 

Zona Cagar Budaya 

Pasal 21 
Zona Cagar Budaya dengan kode CB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
huruf d dengan luas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare, meliputi: 

a. Keraton Kerajaan Matan terdapat di SWP II. D pada Blok II.D.6; dan  
b. Komplek Candi Negeri Baru terdapat di SWP II.D pada Blok II.D.8.  

 
Paragraf 5 

Zona Ekosistem Mangrove 

Pasal 22 
(1) Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf e seluas 151,12 (seratus lima puluh satu koma 
satu dua) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.  

(2) Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan bagian dari kawasan bernilai konservasi tinggi 
Kabupaten Ketapang. 
 

Bagian Ketiga 
Zona Budi Daya 

Pasal 23 
Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, 
meliputi: 

a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ; 
b. Zona Pertanian dengan kode P;  

c. Zona Perikanan dengan kode IK; 
d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL; 



-24- 

 

e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 
f. Zona Pariwisata dengan kode W; 

g. Zona Perumahan dengan kode R; 
h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 
i. Zona Campuran dengan kode C; 

j. Zona Perdagangan Dan Jasa dengan kode K; 
k. Zona Perkantoran dengan kode KT; 

l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; 
m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan 
n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 

 
Paragraf 1 

Zona Badan Jalan 

Pasal 24 
Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

23 huruf a dengan luas 157,13 (seratus lima puluh tujuh koma satu tiga) 
hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, 
Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 
dan Blok II.B.12,  

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, 
Blok II.C.6, Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan 

d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok 
II.D.5, Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
 

Paragraf 2 
Zona Pertanian 

Pasal 25 
(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf b seluas 672,74 (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh empat) 

hektare, meliputi: 
a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan 
b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3. 

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a seluas 528,43 (lima ratus dua puluh delapan koma 

empat tiga) hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2 dan Blok II.B.3; dan 

c. SWP II.D pada Blok II.D.4 dan Blok II.D.5. 
(3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b seluas 144,30 (seratus empat puluh empat koma tiga 
nol) hektare terdapat di:  
a. SWP II.B pada Blok II.B.8 dan Blok II.B.9; dan  

b. SWP II.D pada Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 
 

Paragraf 3 

Zona Perikanan 
Pasal 26 

Zona Perikanan dengan kode (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf c meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 
6,70 (enam koma tujuh nol) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.  
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Paragraf 4 
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik 

Pasal 27 
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf d seluas 33,44 (tiga puluh tiga koma empat empat) 

hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1 dan Blok II.B.8.  
 

Paragraf 5 

Zona Kawasan Peruntukan Industri 
Pasal 28 

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf e seluas 868,57 (delapan ratus enam puluh delapan 
koma lima tujuh) hektare terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6 dan Blok 

II.B.8; dan  

c. SWP II.D pada Blok II.D.8.  
 

Paragraf 6 

Zona Pariwisata 
Pasal 29 

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 
f seluas 63,54 (enam puluh tiga koma lima empat) terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.9, Blok II.B.12;  

b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.6; dan  
c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.6 dan Blok 

II.D.7. 
 

Paragraf 7 

Zona Perumahan 
Pasal 30 

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 

huruf g dengan luas 3.593,08 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga 
koma nol delapan) hektare, meliputi: 

a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; 
b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan 
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4. 

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 145,86 (seratus empat puluh lima 

koma delapan enam) hektare terdapat di:  
a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.6; 

dan   

b. SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.9.  
(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.793,98 (seribu tujuh ratus 

sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) hektare terdapat di:  
a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok 

II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok 
II.B.12;  

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan  
c. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5 dan 

Blok II.D.6. 



-26- 

 

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 1.653,25 (seribu enam ratus lima 

puluh tiga koma dua lima) hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok 

II.B.8 dan Blok II.B.9;  
c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; 

dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.4, Blok II.D.5, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 

 
Paragraf 8 

Zona Sarana Pelayanan Umum 

Pasal 31 
(1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas 124,11 (seratus dua 
puluh empat koma satu nol), meliputi: 
a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1; dan 

b. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3. 
(2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a seluas 87,18 (delapan puluh tujuh koma satu 

delapan) hektare terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok 

II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 
dan Blok II.B.12; 

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.6, Blok II.C.7 dan Blok II.C.8; dan  
c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok 

II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8.  
(3) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 36,94 (tiga puluh enam koma 

sembilan empat) hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok 

II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.B.9 dan Blok II.B.12; dan  
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.6, Blok 

II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; dan  
d. SWP II.D pada II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.4, Blok II.D.5, 

Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 

 
Paragraf 9 

Zona Campuran 
Pasal 32 

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 

i meliputi Sub-Zona Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1 seluas 
22,39 (dua puluh dua koma tiga sembilan) hektare terdapat di SWP II.C pada 
Blok II.C.9. 

 
Paragraf 10 

Zona Perdagangan dan Jasa 
Pasal 33 

(1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 huruf j dengan luas 829,55 (delapan ratus dua puluh 
sembilan koma lima lima), meliputi: 

a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; 
b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan 
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c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3. 
(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 211,24 (dua ratus 
sebelas koma dua empat) hektare terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.12; dan  

b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3, Blok II.C.5, Blok II.C.7, Blok 
II.C.8 dan Blok II.C.9. 

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 454,18 (empat ratus 
lima puluh empat koma satu delapan) hektare terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; 
b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok 

II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok 

II.B.12; 
c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok 

II.C.5, Blok II.C.7 dan Blok II.C.9; dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5 dan 

Blok II.D.6.  

(4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 163,13 (seratus 
enam puluh tiga koma satu tiga) hektare terdapat di: 

a. SWP II.A pada Blok II.A.2;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.8 dan Blok II.B.9;  

c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.7; dan  
d. SWP II.D pada Blok II.D.6, Blok II.D.7 dan Blok II.D.8. 

 

Paragraf 11 
Zona Perkantoran 

Pasal 34 
Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf k seluas 44,84 (empat puluh empat koma delapan empat) hektare 

terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.1;  
b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, 

Blok II.B.6, Blok II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10, Blok II.B.11 dan Blok 
II.B.12; 

c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.4, Blok II.C.5, 
Blok II.C.7, Blok II.C.8 dan Blok II.C.9; 

d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.3, Blok II.D.5, Blok II.D.6 

dan Blok II.D.7. 
 

Paragraf 12 
Zona Peruntukan Lainnya 

Pasal 35 

(1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf l seluas 47,28 (empat puluh tujuh koma dua 
delapan) hektare, meliputi: 

a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; 
b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; 

dan 
c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6. 

(2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 1,58 (satu koma 
lima delapan) hektare terdapat di: 

a. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan  
b. SWP II.C pada Blok II.C.7.  
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(3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,57 (nol koma lima 

tujuh) hektare terdapat di SWP II. D pada Blok II.D.5. 
(4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c seluas 45,13 (empat puluh lima koma satu tiga) hektare 

terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok 

II.B.8, Blok II.B.9, Blok II.B.10; 
b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan 

Blok II.C.9; dan  

c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.8. 
 

Paragraf 13 

Zona Transportasi 
Pasal 36 

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
huruf m seluas 52,26 (lima puluh dua koma dua enam) hektare terdapat di: 
a. SWP II.A pada Blok II.A.2; 

b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.4, Blok II.B.5 dan Blok II.B.8; dan  
c. SWP II.C pada Blok II.C.4, Blok II.C.6 dan Blok II.C.9.  

 

Paragraf 14 
Zona Pertahanan dan Keamanan 

Pasal 37 
Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 huruf n seluas 16,17 (enam belas koma satu tujuh) hektare 

terdapat di: 
a. SWP II.B pada Blok II.B.4, Blok II.B.6, Blok II.B.7 dan Blok II.B.10;  

b. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3, Blok II.C.8; dan  
c. SWP II.D pada Blok II.D.2, Blok II.D.5 dan Blok II.D.6.  
 

BAB VI 
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG  

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 38 

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang 
dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan 

Ketapang Tahun 2023-2042. 
(2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 
a. pelaksanaan KKPR; dan 
b. program Pemanfaatan Ruang prioritas. 

 
Bagian Kedua 

Pelaksanaan KKPR 

Pasal 39 
(1) Pelaksanaan KKPR di Kabupaten Ketapang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu 

pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. 
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Bagian Ketiga 
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas 

Pasal 40 
(1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi: 

a. program prioritas; 
b. lokasi; 

c. alternatif sumber pendanaan; 
d. instansi pelaksana program; dan 
e. waktu dan tahapan pelaksanaan. 

(2) Usulan indikasi program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, meliputi:  
a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan  

b. program perwujudan rencana Pola Ruang 
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat diseluruh 

SWP dan Blok. 
(4) Alternatif sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, meliputi:  

a. anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN); 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi 

Kalimantan Barat; 

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten 
Ketapang; 

d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan 
perundang- undangan.  

(5) Instansi pelaksana program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d, meliputi :  
a. satuan kerja perangkat daerah (SKPD); 

b. dinas teknis terkait; 
c. kementerian/lembaga; 
d. swasta; dan/atau 

e. Masyarakat 
(6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, meliputi:  

a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;  
b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;  

c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;  
d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan 
e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.   

(7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

BAB VII 

PERATURAN ZONASI 
Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 41 
(1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e 

merupakan ketentuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RDTR 
dan berfungsi sebagai: 
a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang; 

b. acuan dalam pemberian KKPR, termasuk di dalamnya air right 
development dan pemanfaatan ruang di bawah tanah; 

c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif; 
d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan 



-30- 

 

e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan 
penetapan lokasi investasi. 

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermanfaat 
untuk: 
a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP RDTR Kawasan Perkotaan 

Ketapang minimal yang ditetapkan; 
b. menjaga kualitas dan karakteristik zona dengan meminimalkan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik zona; dan 
c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap zona. 

(3) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(4) Acuan dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d terhadap setiap orang atau Masyarakat yang melakukan 
pelanggaran pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana diatur 

berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administratif 
dan/atau sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan bidang penataan ruang. 

(5) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  
a. aturan dasar; dan  
b. teknik pengaturan zonasi. 

 
Bagian Kedua 

Aturan Dasar 
Pasal 42 

(1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf a, 

meliputi:  
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan; 

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; 
c. ketentuan tata bangunan; 
d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; 

e. ketentuan khusus; dan 
f. ketentuan pelaksanaan. 

(2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan 

teks zonasi (zoning text). 
(3) Teks zonasi (zoning text) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini.  

 
Paragraf 1 

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan  

Pasal 43 
(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan ketentuan teknis zonasi yang 

berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, bersyarat 
secara terbatas, bersyarat tertentu, dan/atau tidak diperbolehkan pada 

Zona Lindung dan Zona Budi Daya. 
(2) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:  

a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I);  

b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);  
c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan  

d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X). 
(3) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan 

pada suatu zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana 
peruntukan ruang.  
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(4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan 

yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu 

beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun 

pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan 
tertentu yang diusulkan;  

b. pembatasan intensitas ruang, baik KDB, KLB, KDH, jarak bebas, 
maupun ketinggian bangunan dengan menurunkan nilai maksimal 
dan meninggikan nilai minimum dari intensitas ruang dalam 

peraturan zonasi; dan  
c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan 

telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan 

tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau 
diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus. 

(5) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang 
memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, dapat berupa 

persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh 
Bupati, meliputi: 
a. kegiatan yang bersyarat wajib memiliki dampak lingkungan dan 

dokumen lingkungan dan juga analisis dampak lalu lintas; 
b. kegiatan yang bersyarat wajib bersyarat menyediakan parkir sesuai 

standar; dan 
c. kegiatan bersyarat wajib menyediakan prasarana pendukung 

kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan (X) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan 

yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang 
direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi 
lingkungan di sekitarnya. 

(7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi:  
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung; dan  

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya. 
(8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Lindung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (7) huruf a, meliputi: 
a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Air dengan 

kode BA; 

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perlindungan 
Setempat dengan kode PS;  

c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ruang Terbuka 
Hijau dengan kode RTH; 

d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Cagar Budaya 

dengan kode CB; dan 
e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Ekosistem 

Mangrove dengan kode EM. 

(9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Budi Daya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi: 

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Badan Jalan 
dengan kode BJ. 

b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertanian dengan 

kode P; 
c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perikanan dengan 

kode IK; 
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d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pembangkitan 
Tenaga Listrik dengan kode PTL; 

e. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Kawasan 
Peruntukan Industri dengan kode KPI; 

f. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pariwisata dengan 

kode W; 
g. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perumahan dengan 

kode R; 
h. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Sarana Pelayanan 

Umum dengan kode SPU; 

i. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Campuran dengan 
kode C; 

j. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perdagangan dan 

Jasa dengan kode K; 
k. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Perkantoran dengan 

kode KT; 
l. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Penggunaan 

Lainnya dengan kode PL; dan 

m. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan Zona Pertahanan dan 
Keamanan dengan kode HK. 

(10) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 2 

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 

Pasal 44 
(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan teknis tentang 
kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona atau Sub-
Zona.  

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meliputi:  
a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;  

b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;  
c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan  

d. luas kavling minimum.  
(3) Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dinyatakan dalam satuan persentase yang 

ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau 
peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.  

(4) Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam satuan persentase 
yang ditetapkan dengan mempertimbangkan harga lahan, ketersediaan 

dan tingkat pelayanan prasarana, dampak atau kebutuhan terhadap 
prasarana tambahan, serta ekonomi, sosial dan pembiayaan.  

(5) Koefisien dasar hijau (KDH) minimal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf c dinyatakan dalam satuan persentase yang ditetapkan dengan 
mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air dan kapasitas 

drainase.  
(6) Luas kavling minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf 

d ditetapkan pada Zona Perumahan, meliputi : 

a. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi 
dengan kode R-2 seluas 90 (sembilan puluh) meter persegi;  

b. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang 
dengan kode R-3 seluas 120 (seratus dua puluh) meter persegi; dan  
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c. luas kavling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah 
dengan kode R-4 seluas 150 (seratus lima puluh) meter persegi.  

(7) Ketentuan luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku terhadap pembagian hak waris 
dan pembagian hak bersama yang diakibatkan oleh keputusan hukum. 

(8) Ketentuan luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku terhadap hak atas tanah yang 

telah terbit sebelum peraturan ini ditetapkan. 
(9) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 3 

Ketentuan Tata Bangunan 
Pasal 45 

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 
(1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, 
peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga 

keselamatan dan keamanan bangunan. 
(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat 

(1) huruf c, meliputi: 

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;  
b. jumlah lantai maksimal; 

c. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;  
d. jarak bebas samping (JBS) minimum; dan  
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum.  

(3) Jumlah Lantai bangunan yang melebihi ketentuan jumlah lantai 
maksimal boleh dilakukan selama masih memenuhi batasan koefisien 

dasar bangunan dan/atau koefisien lantai bangunan. 
(4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Paragraf 4 

Prasarana dan Sarana Minimal 
Pasal 46 

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 ayat (1) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana 
pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona 

peruntukan. 
(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), meliputi: 
a. Zona Badan Air dengan kode BA; 
b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; 

c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; 
d. Zona Ekosistem Mangrove dengan kode EM; 
e. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;  

f. Zona Pertanian dengan kode P; 
g. Zona Perikanan dengan kode IK; 

h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL; 
i. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI; 
j. Zona Pariwisata dengan kode W; 

k. Zona Perumahan dengan kode R; 
l. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU; 

m. Zona Campuran dengan kode C; 
n. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K; 
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o. Zona Perkantoran dengan kode KT; 
p. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; 

q. Zona Transportasi dengan kode TR; dan 
r. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK. 

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Badan Air dengan 

kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitas 
sarana pendukung. 

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ruang Terbuka 
Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 
meliputi: 

a. parkir; dan 
b. kelengkapan taman. 

(5) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Cagar Budaya 

dengan kode CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi: 
a. jaringan pejalan kaki;  

b. ruang terbuka hijau;  
c. ruang terbuka non hijau; 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 

e. fasilitas sarana pendukung. 
(6) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Ekosistem 

Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, meliputi: 
a. jaringan pejalan kaki; 

b. ruang terbuka non hijau; 
c. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 
d. fasilitas sarana pendukung. 

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Badan Jalan 
dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi: 

a. jaringan pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau;  
c. ruang terbuka non hijau; dan 

d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan. 
(8) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pertanian 

dengan kode P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi: 

a. tersedia akses jalan dan jembatan; dan 
b. fasilitas sarana pendukung.  

(9) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Perikanan 
dengan kode IK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi: 
a. ruang terbuka hijau;  

b. ruang terbuka non hijau; dan 
c. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan. 

(10) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pembangkitan 
Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf h, meliputi: 

a. jaringan pejalan kaki;  
b. ruang terbuka hijau;  
c. ruang terbuka non hijau; 

d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan  
e. fasilitas sarana pendukung. 

(11) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Peruntukan 
Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, 
meliputi: 

a. jaringan pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau;  

c. ruang terbuka non hijau;  
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 
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e. fasilitas dan sarana pendukung. 
(12) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Pariwisata 

dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, meliputi:  
a. jaringan pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau;  

c. ruang terbuka non hijau; 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 

e. fasilitas sarana pendukung. 
(13) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perumahan dengan 

kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, meliputi:  

a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 meliputi 
ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan 
sarana umum; 

b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 meliputi 
ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan 

sarana umum; dan 
c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 meliputi 

ruang parkir, ruang terbuka hijau, jaringan jalan, dan prasarana dan 

sarana umum. 
(14) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Sub-Zona Sarana 

Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf l, meliputi: 
a. jaringan pejalan kaki; 

b. ruang terbuka hijau;  
c. ruang terbuka non hijau;  
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 

e. fasilitas atau sarana pendukung lainnya. 
(15) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Campuran dengan 

kode C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, terdiri atas Zona 
Campuran Intensitas Tinggi dengan kode C-1, meliputi: 
a. jaringan pejalan kaki; 

b. ruang terbuka hijau;  
c. ruang terbuka non hijau; 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 

e. fasilitas dan sarana pendukung. 
(16) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perdagangan dan 

Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, 
meliputi:  
a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 

meliputi ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana 
umum; 

b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 meliputi 
ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana umum; dan 

c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP II. dengan kode K-3 

meliputi ruang parkir, jaringan jalan, dan prasarana dan sarana 
umum. 

(17) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Perkantoran 

dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, meliputi:  
a. jaringan pejalan kaki; 

b. ruang terbuka hijau; 
c. ruang terbuka non hijau; 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 

e. fasilitas atau sarana pendukung. 
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(18) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Peruntukan 
Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, 

meliputi: 
a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 

meliputi jaringan pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka 

non hijau, dan jaringan utilitas dan prasarana lingkungan, dan 
sarana pendukung 

b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 
meliputi jaringan pejalan kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka 
non hijau, dan jaringan utilitas dan prasarana lingkungan, dan 

sarana pendukung 
c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 meliputi jaringan pejalan 

kaki, ruang terbuka hijau, ruang terbuka non hijau, jaringan utilitas 

dan prasarana lingkungan. Fasilitas, dan sarana pendukung 
(19) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Transportasi 

dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, meliputi:  
a. jaringan pejalan kaki;  
b. ruang terbuka hijau;  

c. ruang terbuka non hijau; 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan; dan 
e. fasilitas dan sarana pendukung. 

(20) Ketentuan prasarana dan sarana minimal pada Zona Pertahanan  dan 
Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

r, meliputi: 
a. jaringan pejalan kaki; 
b. ruang terbuka hijau; 

c. ruang terbuka non hijau; dan 
d. jaringan utilitas dan prasarana lingkungan. 

(21) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 5 

Ketentuan Khusus 

Pasal 47 
(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf 

e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki 
fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan 
karakteristik zona dan kegiatannya. 

(2) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP); 

b. kawasan rawan bencana;  
c. tempat evakuasi bencana (TEB); dan 
d. kawasan sempadan. 

(3) Kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP) sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, meliputi: 
a. lingkup KKOP di Kawasan Perkotaan Ketapang merujuk pada aturan 

yang berlaku dari instansi yang berwenang; 
b. penetapan batas-batas ketinggian pada kawasan KKOP merujuk 

pada aturan yang berlaku dari instansi yang berwenang; 
c. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi 

penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan 

pesawat udara; 
d. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu 

udara dengan lampu-lampu lain; 
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e. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang 
mempergunakan bandar udara; 

f. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan 
g. ketentuan lebih lanjut mengikuti peraturan KKOP Bandar Udara 

Rahadi Oesman. 

(4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
berupa kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi. 

(5) Tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c meliputi:  
a. Tempat Evakuasi Akhir (TEA); dan  

b. Tempat Evakuasi Sementara (TES).  
(6) Tempat evakuasi bencana (TEB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

ditetapkan dengan ketentuan:  

a. kawasan yang termasuk kedalam tempat evakuasi bencana 
diperlukan penyediaan jalur evakuasi bencana, rambu evakuasi 

bencana dan dilengkapi prasarana lingkungan yang diperlukan; dan 
b. area yang dapat dijadikan sebagai pusat evakuasi, tempat 

pengungsian maupun tempat perlindungan terhadap banjir adalah 

bangunan tertentu seperti kantor pemerintah, sekolah, rumah 
ibadah, dan gedung lainnya dengan mempertimbangkan keamanan, 
aksesibilitas, dan juga sarana prasarana yang ada. 

(7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
berupa sempadan sungai dan sempadan pantai. 

(8) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan 
dengan ketentuan: 
a. konstruksi bangunan tidak boleh mengurangi atau menghalangi 

aliran saluran air (drainase) menuju sungai; 
b. konstruksi bangunan harus memperhatikan keselamatan penghuni 

dari bencana luapan sungai; 
c. fasad bangunan yang menghadap sungai harus dirancang secara 

indah, selaras, dan mampu meningkatkan kualitas visual kawasan 

sungai; 
d. sampah, limbah, dan air kotor yang dihasilkan dari bangunan tidak 

boleh langsung dibuang ke sungai, perlu ada sistem penanganan 

sebelum residu masuk ke dalam sungai; 
e. bagian dari kawasan sempadan sungai di SWP II.D pada Blok II.D.1 

dan Blok II.D.2 dapat dimanfaatkan untuk Waterfront Oriented 
Development dengan tetap mempertimbangkan aturan dasar yang 
berlaku; 

f. pemanfaatan sempadan sungai untuk keperluan transportasi dan 
pergudangan diperbolehkan dengan mempertimbangkan kapasitas 

dan hasil kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari kegiatan 
tersebut;  

g. semua lahan dan bangunan yang sudah memiliki hak kepemilikan 

atas tanah akan tetap dipertahankan sesuai dengan fungsi awal;  
h. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi rekreasional dan sosial 

diperbolehkan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen), 

ketinggian bangunan paling tinggi 2 (dua) lantai; 
i. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi komersil dibatasi dengan 

KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KDH 70% (tujuh puluh 
persen); dan 

j. pembangunan harus sesuai karakter lingkungan.  
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(9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan 
pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail 

informasi skala 1 : 5.000 tercantum dalam Lampiran X.1, Lampiran X.2, 
Lampiran X.3, dan Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Paragraf 6 

Ketentuan Pelaksanaan 
Pasal 48 

(1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati yang terdiri atas:  
a. ketentuan variasi Pemanfaatan Ruang;  
b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; 

c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai 
dengan Peraturan Zonasi; dan  

d. aturan peralihan.   
(2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk 

menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti 
ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.  

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan tujuan: 
a. mendorong perwujudan rencana struktur ruang, dan rencana pola   

ruang sesuai dengan tujuan wilayah perkotaan Ketapang; 
b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan 

rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi; 

c. memberikan kepastian hak atas pemanfaatan ruang bagi 
masyarakat; dan 

d. meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka 
pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan 
pengawasan penataan ruang. 

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Disinsentif diberikan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, 
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam 

Peraturan Bupati ini. 
(6) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai 

dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan 
RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut 

diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar. 
(7) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur 

status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona 

peruntukannya. 
 

Bagian Ketiga 

Teknik Pengaturan Zonasi 
Pasal 49 

(1) Teknik pengaturan zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) huruf b merupakan aturan untuk 
mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. 
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(2) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. bonus zoning; 

b. conditional uses: 
c. zona pertampalan aturan atau overlay; dan 
d. zona pelestarian cagar budaya.  

 
Pasal 50 

(1) Bonus zoning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a 
merupakan TPZ yang memberikan izin kepada pengembang untuk 
meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan bangunan 

melebihi aturan dasar. 
(2) Bonus zoning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai kompensasi 

menyediakan fasilitas publik yang dapat berupa: 
a. menyediakan lahan dan/atau membangun RTH publik; 
b. menyediakan lahan parkir; dan 

c. menyediakan prasarana dan sarana. 
(3) Pengaturan mengenai bonus zoning sesuai dengan Peraturan 

perundang-undangan. 

 
Pasal 51 

(1) Conditional Uses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf 
b merupakan TPZ yang memungkinkan suatu pemanfaatan ruang yang 
dianggap penting atau diperlukan keberadaannya, untuk dimasukkan 

ke dalam satu zona peruntukan tertentu sekalipun karakteristiknya 
tidak memenuhi kriteria zona peruntukan tersebut. Pemerintah daerah 

dapat menerbitkan izin pemanfaatan ruang bersyarat atau Conditional 
Use Permit (CUP) setelah melalui pembahasan dan pertimbangan Forum 

Penataan Ruang. 
(2) Conditional Use Permit (CUP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan kriteria: 

a. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin memiliki tingkat 
kepentingan yang nyata bagi kepentingan orang banyak atau 

kawasan perkotaan secara keseluruhan; 
b. Pemanfaatan ruang yang akan diberi izin tidak mengganggu fungsi 

ruang di sekitarnya; dan 

b. Pemberian izin harus melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang. 
 

Pasal 52 

(1) Zona pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 49 ayat (2) huruf c yang disimbolkan dengan huruf g merupakan 

TPZ yang memberikan fleksibilitas dalam penerapan peraturan zonasi 
berupa pembatasan intensitas pembangunan melalui penerapan dua 
atau lebih aturan. 

(2) Zona pertampalan aturan atau overlay sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan pada kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau 

dengan ketentuan: 
a. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya juga dapat 

dikembangkan sebagai zona budi daya lainnya yang sesuai dengan 

kondisi eksisting; 
b. kegiatan lainnya diperbolehkan dengan tidak mengganggu fungsi 

utama kawasan. 
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Pasal 53 
(1) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 49 ayat (2) huruf d yang disimbolkan dengan huruf l merupakan 
TPZ yang memberikan pembatasan pembangunan untuk 
mempertahankan bangunan dan situs yang memiliki nilai budaya 

tertentu di Kawasan Perkotaan Ketapang. 
(2) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berada di: 
a. Kelurahan Mulia Kerta di SWP II.D pada Blok II.D.6 di Benua Kayong; 

dan  

b. Desa Negeri Baru di SWP II.D pada Blok II.D.8 di Benua Kayong. 
(3) Zona pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dengan ketentuan: 

a. kegiatan hunian diperkenankan untuk diubah tanpa mengubah 
struktur dan bentuk asli bangunan pada kawasan yang dilalui 

angkutan umum massal; 
b. kegiatan yang diizinkan terbatas, bersyarat, dan diizinkan terbatas 

bersyarat dalam kawasan cagar budaya ditetapkan bupati setelah 

mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang 
Kabupaten; 

c. intensitas pemanfaatan ruang bangunan cagar budaya sesuai 

kondisi bangunan asli yang ditetapkan; 
d. pembangunan baru dalam kawasan cagar budaya harus 

menyesuaikan dengan karakter kawasan cagar budaya yang ada di 
sekitarnya;  

e. kawasan di sekitar kawasan cagar budaya juga dapat dikembangkan 

sebagai zona budi daya lainnya yang sesuai dengan kondisi eksisting.  
 

BAB VIII 
KELEMBAGAAN 

Pasal 54 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di 
daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang. 

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan 
Penataan Ruang. 

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di 
daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang 
pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. 

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja 
Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan 
ruang. 

 

BAB IX 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 55 

(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah 
dapat membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaran 

penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Pasal 56 
(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang adalah 20 (dua 

puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 
(lima) tahunan. 

(2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang 

Tahun 2023-2042 terjadi perubahan lingkungan strategis dapat 
dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. 

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berupa:  
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan;  
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-

undang;  

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; 
atau 

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. 
(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan 

kembali Peraturan Bupati ini, dapat direkomendasikan oleh Forum 
Penataan Ruang. 

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diterbitkan berdasarkan kriteria: 
a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam 

peraturan perundang-undangan; 
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; 

dan/atau 

c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. 
(6) Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ketapang 

dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB X 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 57 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Pemanfaatan 
Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan 

dengan Rencana Tata Ruang melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan 
Ruang. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: 

a. Izin Pemanfaatan Ruang dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan 

masa berlakunya; 
b. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan Ketapang yang 

diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian 

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan 
Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administratif sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan 

dengan Peraturan Bupati ini; dan 
c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan 

diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan 
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. 
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